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WALIKOTA TOMOHON
PROVINSISULAWESIUTARA

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Daerah Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran2019;
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota
Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan
LembaranNegaraNomor4273);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
PengelolaanKeuangan Daerah (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6322);



4. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2020

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

(Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2020 Nomor 2 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON

dan

WALIKOTA TOMOHON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN TENTANG

PELAKSANAAN

PENJABARAN

ANGGARAN

WALIKOTA

PERTANGGUNGJAWABAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasall

DalamPeraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kotaadalah KotaTomohon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah KotaTomohon.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRDadalah Dewan

PerwakilanRakyat Daerah KotaTomohon.
4. Walikotaadalah WalikotaTomohon.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)menurut
azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-UndangDasar NegaraRepublikIndonesia.

6. Perangkat Daerah adalah organisasi/Iembaga pada Pemerintah KotaTomohon

yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam
penyelenggaraanpemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD,Dinas Daerah, LembagaTeknis Daerah, Satuan PolisiPamongPraja dan
Kecamatan.



7. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat

hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak

dan kewajiban daerah tersebut.

9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh

DPRDdengan persetujuan bersama kepala daerah.

10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,

dan pengawasan keuangan daerah.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBDadalah

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui

bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan

daerah.

12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

14. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih.

15. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih.

16. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih an tara pendapatan daerah dan

belanja daerah.

17. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan

belanja daerah.

18. Pembiayaan Daerah adalah semua penenmaan yang perlu dibayar kembali

dan Iatau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPAadalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periodeanggaran.



BAB II

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasa12

LaporanRealisasiAnggaranTahun Anggaran2019 terdiri atas:

a. Pendapatan, meliputi :
1. Pendapatan AsliDaerah Rp. 41.703.826.008,40

2. Dana Perimbangan Rp.535.519.217.755,00

Pendapatan Rp. 52.542.512.164,003 . Lain-lain

YangSah
Jumlah Pendapatan Rp. 629.765.555.927,40

b. Belanja,meliputi :
1. BelanjaTidakLangsung

1. Belanja Pegawai
2. BelanjaBunga
3. 8elanja Subsidi
4. BelanjaHibah

Rp.269.747.167.487,00
Rp.
Rp.
Rp. 8.673.600.000,00

5. Belanja
Sosial

6. BelanjaBagiHasil Rp.

Bantuan Rp. 3.699.500.000,00

7. Belanja
Keuangan

8. Belanja
Terduga

Bantuan Rp. 1.527.106.189,00

Tidak Rp. 0,00

Rp. 283.647.373.676,00

2. Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai Rp. 72.578.907.559,00
2. Belanja Barang dan Rp. 178.435.403.410,00

Jasa
3. BelanjaModal Rp. 120.029.873.348,00

Rp. 371.044.184.317,00
c. Pembiayaan,meliputi :

1. Penerimaan
2. Pengeluaran

Rp. 29.943.239.962,00
Rp. 2.000.000.000,00



Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan

Rp. 27.943.239.962,00

Rp. 3.017.237.896,40

Pasa13

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota.

Pasa14

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci
lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran

PasalS

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pasa16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KotaTomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tan al 28 Agustus 2020
WALl A TOMOHON,

WakilWalikota
PARAFKOORDINASI

Sekretaris Daerah
AsistenUmum
Inspektur
abagHukum

KepalaBPKPD

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 28 Agustus 2020
SEKRETARIS D '/

HAROLD VICTOR LOLOWANG
BERITADAERAHKOTATOMOHONTAHUN2020 NOMOR 26


